
 
 

 
BUPATI ACEH SINGKIL 

PROVINSI ACEH 
 

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL 
NOMOR 34 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI ACEH SINGKIL, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 
Qanun Aceh Singkil Nomor   Tahun 2025 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 

2024; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh 
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3827); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6736); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6841); 
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang 

Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6896); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 5272); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883); 

19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 81) 
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden 
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 125); 
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 63); 

21. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 151); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 

2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2083); 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 799); 
27. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun 
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285); 

28. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Aceh Singkil TA 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296); 
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29. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2025 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Aceh 

Singkil Tahun 2024 Nomor 301); 
30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2017 

tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan 
Barang Persediaan Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten 

Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 373); 
31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Aceh Singkil  (Berita Daerah Kabupaten 

Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669); 
32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Aceh Singkil  (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil 
Tahun 2022 Nomor 670) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 30 
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil  
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 

Nomor 450); 
33. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Aceh Singkil  (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil 

Tahun 2022 Nomor 671) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh 
Singkil Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Aceh Singkil  (Berita Daerah Kabupaten 
Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 747); 

34. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta 
Keagamaan Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Aceh 

Singkil Tahun 2023 Nomor 679); 
35. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten 
Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 689); 
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36. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2023 
tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum 

Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita 

Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 
691); 

37. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum 
Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 

692); 
38. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 
2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 

2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil 

Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 
2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 

2024 Nomor 758); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL 
TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri     
dari : 

a. Pendapatan 
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 52.359.431.553,12 
2. Pendapatan Transfer Rp 793.948.537.496,00 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 9.064.494.718,92 

Jumlah Pendapatan Rp 855.372.463.768,04 

b. Belanja Operasi 

1. Belanja Pegawai Rp 340.726.040.118,00 

2. Belanja Barang Jasa Rp 216.132.112.887,18 

3. Belanja Subsidi Rp 2.000.000.000,00 

4. Belanja Hibah Rp 58.532.101.590,00 

5. Belanja Bantuan Sosial Rp 14.970.516.113,00 

Jumlah Belanja Operasi Rp 632.360.770.708,18 
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c. Belanja Modal 

1. Belanja Tanah Rp 0,00 

2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 9.988.619.358,00 

3. Belanja Gedung dan 
Bangunan  Rp 42.198.792.784,00 

4. Belanja Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  Rp 42.178.423.779,00 

5. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 3.070.296.997,00 

6. Belanja Aset Lainnya Rp 44.844.000,00 

Jumlah Belanja Modal Rp 97.480.976.918,00 

d. Belanja Tidak Terduga Rp 730.086.500,00 

e. Belanja Transfer 

1. Belanja Bagi Hasil Rp 2.027.201.354,00 
2. Belanja Bantuan Keuangan Rp 144.826.436.400,00 

Jumlah Transfer Rp 146.853.637.754,00 

Jumlah Belanja dan Transfer Rp 877.425.471.880,18 

Surplus/(Defisit) Rp (22.053.008.112,14) 

f. Pembiayaan 
1. Penerimaan Pembiayaan Rp 53.724.696.772,47 

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00 
Pembiayaan Bersih Rp 53.724.696.772,47 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 31.671.688.660,33 
 

Pasal 2 

(1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini. 
(2) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 
penjabaran laporan realisasi anggaran yang tercantum 
dalam Lampiran 1.1 Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.  
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh 
Singkil. 

 
Ditetapkan di Singkil 

pada tanggal 8 September 2025 M                   
15 Rabiul Awal 1447 H                  

BUPATI  ACEH  SINGKIL, 

 
 

 
 

SAFRIADI OYON 
Diundangkan di Singkil  
pada tanggal  8 September 2025 M                    

  15 Rabiul Awal1447 H 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ACEH SINGKIL, 
 

 
 

EDY WIDODO 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 807. 


